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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota 

Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 

Tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi. Adapun yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Izin 

Usaha Jasa Konstruksi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha 

Jasa Konstruksi dan apa saja faktor penghambat  pengurusan izin usaha jasa 

konstruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa 

Konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis 

penelitian hukum sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah 

menggunakan metode deduktif. Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel 

dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, 1 orang 

KASI Pelayanan Perizinan dan 10 pihak perusahaan yang tidak memperpanjang 

izin usahanya.  

Dari hasil penelitian ini menunjukan Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha 

Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa 

Kontruksi adalah Belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, dimana hal ini 

terlihat dari Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Kontruksi yang tidak diatur secara 

khusus, tidak sesuai jangka waktu penyelesaian pengurusan izin yang dilakukan 

pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru, serta adanya dugaan praktek percaloan, untuk mempercepat keluarnya 

izin dan faktor penghambat pelaksanaan pengurusan izin usaha jasa kontruksi 

adalah kurangnya jumlah petugas yang memberikan pelayanan izin yang 

mengakibatkan menghambat proses penyelesaian pengurusan izin usaha jasa 

kontruksi (IUJK), tidak sesuainya jangka waktu penyelesaian pengurusan izin 

yang dilakukan, dan masih kurangnya mobil yang akan digunakan petugas dalam 

melakukan tugas survei kelapangan. 

 


